BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Oleh peneliti ini mengenai

Pengembangan Manajemen Alokasi Dana desa(ADD) di Desa Kleseleon Dapat

ditarik kesempulan sebagai berikut :

1. Perencanaan
Proses perencanaan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kleseleon
melibatkan partisipasi aktif masyarakat, rapat perencanaan berjenjang, serta
penyusunan rencana yang berdasarkan pada usulan dan kebutuhan
masyarakat.

2. Pelaksanaan
Pelaksanaan penggunaan Dana Desa di Desa Kleseleon didukung oleh
keterlibatan aktif penanggung jawab, keseriusan Kepala Desa, dan fleksibilitas
dalam penggunaan dana untuk pembangunan yang progresif dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

3. Penatausahaan
Penatausahaan keuangan di Desa Kleseleon telah dilaksanakan sesuai dengan
aturan yang berlaku, namun masih terdapat kendala terkait keterampilan dan
pelatihan yang diperlukan oleh Bendahara Desa. Perlu dilakukan upaya lebih
lanjut untuk memberikan pelatihan dan dukungan kepada Bendahara Desa

guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penatausahaan keuangan
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Desa.

4. Pelaporan
Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat
peraturan dan pedoman yang mengatur pengelolaan ADD, namun terdapat
kendala dalam pelaksanaannya di Desa Kleseleon, seperti keterlambatan
pelaporan dan realisasi ADD. Diperlukan langkah-langkah perbaikan dan
peningkatan disiplin serta koordinasi yang lebih baik antar pegawai desa
untuk memastikan pengelolaan ADD berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

5. Pertanggungjawaban
Dengan demikian, terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam proses
pertanggungjawaban di Desa Kleseleon, termasuk keterbatasan kemampuan
dalam penyusunan laporan, keterlambatan dalam pelaksanaan, dan penyaluran
dana desa yang terkadang terlambat. Perlu dilakukan upaya untuk
meningkatkan kemampuan administratif dan pengorganisasian di tingkat desa
guna memastikan  kelancaran dan  akuntabilitas dalam  proses
pertanggungjawaban.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, Maka

peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Perencanaan:
a. Terus dorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan. Ini

bisa dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin, diskusi terbuka, atau
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b.

survei untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas masyarakat.
Selalu pastikan bahwa rencana pembangunan Desa didasarkan pada usulan
dan kebutuhan yang telah dikomunikasikan secara jelas oleh masyarakat.

Ini memastikan bahwa sumber daya ADD dialokasikan dengan tepat.

2. Pelaksanaan:

a.

Jaga keterlibatan aktif penanggung jawab dan dukungan dari Kepala Desa.
Ini penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan
berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.

Manfaatkan fleksibilitas dalam penggunaan dana ADD untuk mendukung
pembangunan progresif yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat

desa.

3. Penatausahaan:

a.

Prioritaskan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan keterampilan
Bendahara Desa dalam penatausahaan keuangan. Ini akan membantu
meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelaporan keuangan Desa.

Pastikan bahwa proses penatausahaan tetap sesuai dengan aturan yang

berlaku dan transparan bagi semua pihak terkait.

4. Pelaporan:

a.

b.

Identifikasi penyebab keterlambatan pelaporan dan realisasi ADD, dan
ambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Ini
mungkin melibatkan perbaikan sistem pelaporan atau peningkatan
koordinasi antar pegawai desa.

Tingkatkan disiplin dan kesadaran akan pentingnya pelaporan tepat waktu
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untuk memastikan pengelolaan ADD yang efektif dan efisien.
5. Pertanggungjawaban:
a. Fokus pada peningkatan kemampuan administratif dan pengorganisasian
di tingkat desa. Ini bisa melibatkan pelatihan bagi staf desa tentang proses
pertanggungjawaban dan pentingnya akuntabilitas.
b. Pastikan bahwa seluruh proses pertanggungjawaban dilaksanakan dengan
jelas dan transparan, dan bahwa laporan disusun secara akurat dan tepat

waktu.
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